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1. PENDAHULUAN

Penyiaran televisi mempunyai peran dalam menyediakan pesan, hiburan, dan pendidikan bagi
masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebebasan media, pelanggaran dalam
penyiaran televisi telah menjadi isu yang semakin kompleks. Penulis menemukan berbagai jenis
pelanggaran dalam lima tahun terakhir, termasuk penggunaan bahasa nonverbal, seperti kata-kata kasar
atau makian, dan penayangan adegan seksual. Dalam upaya untuk memastikan kualitas siaran TV tetap

Received : 16 — Mei — 2024; 21 — Mei — 2024; 16 — Juli - 2024


mailto:Vsuci86@gmail.com1

224
p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

terjaga. Salah satu tugas utama KPID Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) adalah mengawasi dan
mengawasi pelanggaran yang terjadi di stasiun televisi yang beroperasi di wilayah DIY. Pada lima tahun
terakhir, KPID DIY telah mencatat berbagai temuan pelanggaran yang berkaitan dengan konten, etika, dan
standar penyiaran.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 12 stasiun televisi lokal yang secara khusus menayangkan
program-program lokal. Kehadiran mereka memberikan ragam konten yang menggambarkan kehidupan
dan budaya setempat. Namun, keberadaan mereka tidak beroperasi tanpa pengawasan. KPID DIY
memegang tanggung jawab untuk memantau aktivitas stasiun televisi lokal tersebut. Selain itu, KPID DIY
memberi informasi yang tepat kepada masyarakat berdasarkan hak asasi manusia, menerima, menyelidiki,
dan menindaklanjuti pengaduan, bantahan, kritik, dan penilaian masyarakat mengenai penyelenggaraan
penyiaran, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Berkoordinasi atau bekerja sama dengan
pemerintah, lembaga penyiaran, atau masyarakat umum yang melanggar peraturan, kode etik penyiaran,
atau standar program penyiaran. Kajian yang mendalam mengenai peran KPID DIY dalam menangani
temuan pelanggaran dan penerapan sanksi terhadap stasiun televisi yang melanggar sesuai dengan P3SPS
menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas pengawasan penyiaran di wilayah tersebut.

Perkembangan media televisi di Indonesia telah memberikan dampak positif pada industri penyiaran
stasiun televisi. Dari beragam jenis media massa yang tersedia, televisi memiliki dampak yang signifikan
paling besar di kalangan masyarakat.Saat ini, acara televisi telah menjadi semakin beragam, kreatif, dan
variasi kontennya semakin luas. Stasiun-stasiun televisi terlibat dalam inovasi yang beragam dengan tujuan
menciptakan program-program yang unik dan menarik. Hal ini sejalan dengan keunggulan utama televisi,
yaitu kebutuhan untuk menyajikan program-program yang menarik demi memberikan hiburan yang
memikat bagi penontonnya.(Asri Nurul,2023).

Pengaruh televisi pada masyarakat mengakibatkan timbulnya efek negatif yang harus dipantau oleh
sebuah badan pemerintah independen. Ada stasiun televisi dan lembaga penyiaran yang tidak memberikan
prioritas yang cukup kepada unsur pendidikan, lebih cenderung fokus pada pencapaian keuntungan semata.
Sementara itu, banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya memperhatikan isu-isu pendidikan
dalam acara-acara televisi, dan lebih mengedepankan aspek hiburan. KPID DIY merupakan otoritas yang
berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyiaran televisi di wilayah DIY. ( Ryan dan Lena
2017). Masalah yang diteliti oeleh penulis kali ini yaitu Peran KPID DIY dalam Menangani Temuan
Pelanggaran Penggunaan Bahasa Nonverbal dan Adegan Seksual pada siaran 5 Tahun Terakhir dan
Penerapan Sanksi pada Stasiun Televisi ANTV dan ADITV yang Melanggar menurut Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki secara menyeluruh peran KPID DIY dalam menangani
pelanggaran yang terjadi di stasiun televisi di wilayah DIY selama lima tahun terakhir dan Mengidentifikasi
tingkat efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan oleh KPID DIY terhadap stasiun televisi yang telah
melanggar pedoman P3SPS. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis meningkatkan kebijakan terhadap
stasiun televisi yang melanggar siaran menuruut P3SPS selama 5 tahun terakhir dan enelitian ini juga
memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang penting dalam mengembangkan disiplin ilmu
komunikasi, terutama dalam konteks media penyiaran. Hal ini akan menjadi bermanfaat terutama bagi
mahasiswa STIKOM Yogyakarta, khususnya mereka yang mengikuti program studi S1 limu Komunikasi
atau broadcasting. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini juga akan menjadi sumber referensi
yang berharga kedepannya. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini sebagai pedoman untuk pihak-pihak
yang berkepentingan, termasuk KPID DIY dan stasiun televisi, yang ingin memperdalam pemahaman
mereka tentang cara meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman P3SPS dan memperbaiki praktik
penyiaran mereka. Ini akan memberikan dukungan bagi peningkatan kualitas penyiaran yang lebih etis dan
unggul. Bagi para Lembaga Penyiaran, penelitian ini bisa memberikan dorongan untuk lembaga agar
menayangkan siaran harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. P3SPS

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah serangkaian ketentuan yang dirancang oleh Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara siaran dalam mengatur
tingkah laku dan pelaksanaan penyiaran di tingkat nasional. Sebaliknya, Standar Program Siaran (SPS)
merupakan seperangkat peraturan yang secara rinci mengatur isi dari suatu siaran, mencakup aturan,

JURNAL ILMIAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (JTIK) VOL 15, No.2, September 2024,
pp. 223 - 231



225
p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

pembatasan, kewajiban, dan peraturan penyiaran, dan juga mencantumkan sanksi yang dapat dikenakan
sesuai pada pedoman perilaku penyiaran yang telah disahkan oleh KPI. SPS bertujuan untuk memberikan
panduan yang lebih terperinci mengenai konten yang diizinkan dan yang tidak diizinkan dalam sebuah
program siaran. (Mabruri, Anton KN. 2010) Standalisasi merujuk pada penentuan patokan yang harus
diikuti dalam rangka memproduksi suatu barang atau proses tertentu. Ini melibatkan pembentukan Standar
teknis melibatkan kriteria yang mencakup pedoman pengujian, definisi standar, prosedur yang telah
ditentukan, serta elemen-elemen serupa(Basuki, 1995). Standar berperan sebagai pedoman dalam proses
produksi suatu Perusahaan memeriksa agar hasil produk sesuai dengan harapan serta mempertahankan
keseragaman dalam menjalani standar yang telah ditentukan.

KPI menerbitkan P3SPS, pedoman yang digunakan untuk mengatur batasan dan etika dalam
penyiaran, dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran. Kode Etik Penyiaran (P3)
adalah kode etik yang ditetapkan oleh Komite Penyiaran Indonesia untuk memberikan pedoman mengenai
jenis investigasi yang perlu dilakukan serta pengawasan tingkat nasional. P3 memberikan arah dan tujuan
organisasi penyiaran untuk menegakkan dan memperkuat prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah dalam
Negara Federasi Republik Indonesia. ( Dokumen KPID DIY)

2.1.1. Konsep Etika P3SPS
Etika dalam penyiaran dan standar program siaran melibatkan pertimbangan moral terkait
dengan produksi, penyampaian, dan konsumsi konten media. Berikut adalah beberapa konsep
etika yang dapat diterapkan :
1) Ketepatan Akurasi:
Etika menuntut bahwa penyiaran dan program siaran harus akurat, berimbang, dan benar.
Informasi yang disampaikan harus diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, dan penyiar
harus berusaha untuk menghindari menyampaikan informasi yang menyesatkan.
2) Keadilan dan Representasi yang Seimbang:
Etika menekankan perlunya keadilan dan representasi yang seimbang dalam program siaran.
Ini mencakup representasi yang adil terhadap berbagai kelompok masyarakat, tanpa
diskriminasi rasial, gender, agama, atau kelompok sosial lainnya.
3) Hak Privasi dan Kebebasan Individu:
Etika memperhatikan hak privasi individu dan mengharuskan penyiaran untuk menghormati
kebebasan individu. Menyajikan konten yang menghormati privasi dan menghindari
pencemaran nama baik merupakan prinsip etika penting.
4) Sensasionalisme dan Clickbait:
Etika menentang penggunaan sensasionalisme atau judul berlebihan (clickbait) untuk menarik
perhatian audiens. Penyiaran seharusnya fokus pada kebenaran dan kepentingan publik
daripada sekadar mencari perhatian melalui taktik kontroversial.
5) Perlindungan Anak-anak dan Konten Sesuai Usia:
Etika dalam penyiaran menuntut perlindungan anak dibawah umur dari konten yang tidak
sesuai umur. Penyiar harus memastikan bahwa program yang ditujukan untuk anak-anak
memenuhi standar moral dan tidak mengandung materi yang tidak pantas.
6) Ketidakdiskriminan:
Etika memerlukan bahwa penyiaran tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan ras, gender,
agama, atau orientasi seksual. Program siaran seharusnya menghormati keberagaman dan
menghindari stereotip negatif.
7) Keseimbangan Antara Hiburan dan Pendidikan:
Etika menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hiburan dan pendidikan dalam
program siaran. Program harus memberikan manfaat edukatif sambil tetap mempertahankan
daya tarik dan kualitas hiburan.
8) Ketepatan Waktu dan Tempat:
Etika melibatkan ketepatan waktu dan tempat dalam penyiaran. Konten yang tidak pantas
dengan konteks waktu tertentu harus dihindari.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan
pendekatan studi kasus pelanggaran dan sanksi dari KPID DIY saja. Penelitian kualitatif lebih
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menitikberatkan pada mutu daripada jumlah data, dan data dikumpulkan melalui metode seperti
melakukan wawancara, mengamati secara langsung, dan mengacu pada dokumen resmi terkait,
bukan mengandalkan kuisioner.. Penelitian kualitatif juga mengutamakan pemahaman terhadap
proses daripada hanya memfokuskan pada hasil akhir. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa untuk
memahami dengan lebih baik bagian-bagian yang sedang diteliti, penting untuk mengamati
mereka dalam konteks prosesnya.

Penjelasan Moleong (2017:6), penelitian kualitatif merupakan upaya penelitian yang
dilakukan dengan maksud meraih pemahaman yang mendalam tentang fenomena stindakan,
pandangan, dorongan, serta faktor-faktor lain yang menjadi pengalaman subjek penelitian..
Pendekatan penelitian ini bersifat holistik dan mengutamakan deskripsi menggunakan ucapan dan
bahasa. Penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alamiah yang khusus dan mengandalkan
beragam metode yang sesuai dengan konteks tersebut.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor KPID DIY yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan,
Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152. Waktu penelitian 26
Febuary 2024

3.3. Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai data yang diberikan secara langsung oleh sumbernya kepada
peneliti melalui kontak langsung atau wawancara. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah
individu atau entitas yang memberikan data tersebut secara langsung kepada peneliti sebagai
pengumpul data, menurut Sugiyono (2020). Untuk mendapatkan data primer untuk penelitian ini,
peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Komisionaris KPID DIY, Sekretariat KPID DIY,
Tim Pemantau dan Aditv.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang didapatkan dari sumber kedua atau pihak lain yang
tidak secara langsung memberikan data kepada individu atau entitas yang mengumpulkannya. Sebagai
ilustrasi, informasi sekunder bisa diperoleh melalui penyelidikan dokumen, seperti yang dijelaskan
oleh Sugiyono (2020). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis dokumen,
seperti buku, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung proses penelitian
mengenai Peran KPID DIY dalam Menangani Temuan Pelanggaran 5 Tahun Terakhir dan Penerapan
Sanksi pada Stasiun Televisi yang Melanggar menurut P3SPS.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam konteks penelitian, subjek penelitian memegang peran strategis karena data mengenai
variabel yang sedang diamati oleh peneliti berasal dari subjek penelitian. Arikunto (2016:26)
mendefinisikan subjek penelitian sebagai entitas, objek, atau individu yang menjadi fokus dalam
penelitian dan dihubungkan dengan variabel penelitian yang sedang dianalisis. Dalam penelitian ini,
subjek penelitian merujuk pada Program Siaran Televisi 5 Tahun terakhir yang disiarkan di berbagai
stasiun Televisi yaitu KPID DIY , sementara objek penelitian adalah Antv,Aditv yang melakukan
pelanggaran terhadap P3SPS yang terdapat dalam surat teguran tertulis dan sanksi yang dapat diakses
melalui situs web KPID DIY.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Tahap paling penting dalam penelitian adalah proses pengumpulan data, di mana data diperoleh
untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Tanpa data, peneliti tidak dapat menghasilkan temuan yang
relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020) . Pengumpulan informasi dalam penelitian
ilmiah melibatkan proses yang terorganisir dan sistematik untuk menghimpun data yang diperlukan.
Dari segi sumber data, pengumpulan data dapat melibatkan sumber primer atau sumber sekunder.
Sama halnya, dalam hal metode pengumpulan data, berbagai metode seperti wawancara, pengamatan,
pengumpulan data dokumen, atau bahkan kombinasi dari ketiganya dapat digunakan, sebagaimana
dijabarkan oleh Sugiyono (2020). Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini :
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3.5.1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data secara langsung dengan mengamati
objek penelitian. Data yang dikumpulkan melalui observasi dapat berupa gambar dan
dokumen terkait tentang pelanggaran stasiun televisi selama lima tahun terakhir dan
sanksi yang diberikan. Jenis observasi ini dikenal sebagai observasi terstruktur dan
mencakup rincian tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana akan
dilakukan. Dalam jenis observasi ini, peneliti sudah memiliki pemahaman yang jelas
mengenai apa yang akan diobservasi. Pengamatan ini dilakukan secara langsung dan
terstruktur untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian.
(Sugiyono 2020)

3.5.2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode yang dimanfaatkan untuk menghimpun informasi
secara langsung dari sumbernya, baik berupa pandangan, pendapat, maupun
pengalaman mengenai suatu fenomena. Dengan wawancara, data yang diperoleh
memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat diandalkan. Dalam wawancara,
informan akan memberikan pandangan dan pengalaman mereka mengenai topik
penelitian adalah Ketua KPID DIY, Komisionaris KPID DIY, dan Tim Pemantau.
Sugiyono (2020).

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berfokus pada memperoleh
data dari berbagai sumber seperti buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, dan
informasi terkait penelitian. Dokumen ini mencakup catatan-catatan mengenai
peristiwa yang terjadi dan dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental yang
diciptakan oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, dokumentasi
digunakan untuk mendukung pengumpulan data. Sugiyono (2020)

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan dalam mengolah data untuk

menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami. Analisis data ini penting dalam penelitian karena
membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka teliti. Menurut Sugiyono
(2018:482), analisis data adalah proses pengorganisasian data dari wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi menjadi kategori-kategori, unit-unit, sintesis data, pembentukan pola, pemilihan data
penting yang akan diteliti, dan penarikan kesimpulan agar bisa dimengerti oleh peneliti dan orang lain.

3.6.1. Reduksi Data

Data lapangan dapat dikumpulkan dengan kompleks. Oleh karena itu, mencatat data
secara menyeluruh dan teliti sangat penting. Data yang akan dikumpulkan oleh peneliti akan
menjadi lebih kompleks seiring lamanya mereka berada di lapangan. Ini berarti merangkum data,
memilih hal-hal yang penting, dan hanya berkonsentrasi pada yang relevan. Tujuannya adalah
untuk menemukan pola dan tema yang muncul dalam data. Dengan melakukan reduksi data,
peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas, yang akan mempermudah pengumpulan
data berikutnya dan memudahkan pencarian. Jika diperlukan, data dapat disusun ulang atau
dikurangi. (Sugiyono, 2011:247) .Secara keseluruhan, Reduksi data adalah teknik analisis yang
bermanfaat dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, mengarahkan, serta menghilangkan unsur-
unsur yang kurang relevan dari data, dengan tujuan agar kesimpulan akhir dapat diformulasikan
dan diperiksa.

3.6.2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap berikutnya dalam analisis data, dan istilah "menyusun data"
mengacu pada proses menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga membentuk suatu
rangkaian data yang terstruktur. Ini memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan
kesimpulan. Dengan melihat penyajian data, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih
baik tentang apa yang sedang terjadi berdasarkan informasi yang ada saat ini. Selain itu, penyajian
data membantu dalam menentukan apakah analisis tambahan diperlukan atau apakah langkah-
langkah tertentu perlu diambil berdasarkan interpretasi paparan. ( Wahidmurni, 2008)

3.6.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Studi Kasus Peran Kpid Diy Dalam Menangani Pelanggaran Bahasa Verbal Dan Adegan Seksual
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Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap ketiga dalam analisis data kualitatif.
Kesimpulan penelitian kualitatif mengacu pada penemuan baru. Hasil ini mencakup penjelasan
atau gambaran yang mendalam tentang subjek atau fenomena yang menjadi subjek penelitian.
(Sugiyono,2011:252-253)

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Program Siaran Berbasis P3SPS
Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan seperangkat peraturan yang diterapkan oleh Komisi

Penyiaran Indonesia untuk memberikan arahan kepada lembaga penyiaran mengenai standar tingkah laku
yang diharapkan dalam mengelola dan mengawasi siaran nasional. Dalam panduan Pedoman perilaku
penyiaran ini ditekankan agar tidak menayangkan program-program yang menghina atau menghina suku,
agama, ras, golongan, termasuk keragaman budaya, usia, jenis kelamin, dan status ekonomi. Selain itu,
lembaga penyiaran diwajibkan menghormati nilai-nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku
di masyarakat. Penulis mengidentifikasi adanya pelanggaran penggunaan bahasa kasar makian dalam
program fitri di ANTV terkena pasal 24 (1) dapat mencakup penggunaan kata-kata atau kalimat yang kasar,
menghina, atau tidak pantas dan merendahkan martabat manusia. Terdapat empat klasifikasi isi siaran
berdasarkan usia penonton: P untuk Pra sekolah anak, A untuk anak-anak, R untuk remaja, D untuk
dewasa, dan SU untuk semua umur. Dengan demikian, kami memastikan bahwa setiap program
disesuaikan dengan rentang usia yang tepat untuk memberikan pengalaman menonton yang sesuai dan
aman bagi semua penonton.

Klasisfikasi P : Tayangan untuk Anak usia pra-sekolah , yaitu khalayak

anak berusia dibawah 2-6 Tahun

Klasifikasi A : Tayangan untuk Anak-anak , yaitu khlayak berusia 7-12

Tahun

Klasifikasi R : Tayangan untuk Remaja berusia 13-17 Tahun

Klasisfikasi D : Tayangan untuk Dewasa berusia 18 Tahun keatas

Klasifikasi SU : Tayangan untuk semua umur diatas 2 Tahun

i [l

Gambar 1. Program Acara dan Logo Tv
Sumber : Google Search

SPS melarang penyiaran konten yang menggambarkan kehidupan seksual atau membahas topik
yang berhubungan dengan seks, termasuk pekerja seks komersial, jika tujuannya adalah untuk
mempromosikan atau mendorong penerimaan pelacuran oleh masyarakat secara luas. Identitas pekerja seks
komersial harus dilindungi dalam tayangan, kecuali dalam program berita yang ditayangkan antara pukul
22.00 dan 03.00. Penyiaran program yang membahas homoseksualitas dan lesbian hanya diizinkan selama
periode waktu tersebut.Top of Form Perlindungan terhadap komunitas gay dan leshian harus didasarkan
pada prinsip kesetaraan, kebebasan, dan persatuan yang berlaku secara sosial dan obyektif dalam
masyarakat. Salah satu temuan pelanggaran yang ditemukan oleh KPID DIY dalam 5 tahun terakhir adalah
adanya adegan ciuman (KISS) yang ditampilkan dalam program acara “Sleeping Beauty” di stasiun televisi
ADITV Jogja.

Kesalahan yang dilakukan oleh stasiun televisi ini adalah tidak menyensor atau memotong bagian
adegan seksual tersebut, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Setelah mendapat teguran tertulis
dari KPID DIY, ADITV melakukan evaluasi internal yang menyeluruh terhadap proses produksi dan
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pengawasan konten mereka. Evaluasi ini mencakup peninjauan dari awal hingga akhir, termasuk tahap
produksi, editing, dan penayangan program. Mereka meneliti secara khusus di mana dan bagaimana
kesalahan terjadi, serta faktor-faktor yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Efek jera bagi stasiun
televisi yang melanggar setelah diberikan sanksi pelanggaran bisa sangat signifikan. Pertama-tama, sanksi
tersebut dapat menciptakan citra negatif bagi stasiun televisi di mata masyarakat, yang dapat berdampak
pada penurunan jumlah pemirsa dan kepercayaan publik terhadap stasiun tersebut. Selain itu, sanksi seperti
denda atau larangan penyiaran dapat memberikan dampak finansial yang besar bagi stasiun televisi
tersebut. Hal ini dapat mendorong stasiun televisi untuk lebih berhati-hati dalam mematuhi aturan dan
standar yang berlaku, karena mereka menyadari bahwa pelanggaran dapat berdampak langsung pada
reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka. Dengan demikian, efek jera dari sanksi pelanggaran dapat
menjadi pelajaran berharga bagi stasiun televisi untuk mematuhi peraturan dengan lebih cermat di masa

depan.
YY
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Gambar 2 : Pelanggaran dan Logo Tv
Sumber : Data KPID DIY

4.2. Peran KPID DIY Menangani Pelanggaran Menurut P3SPS

Pada tahun 2023, KPID DIY menerapkan inovasi baru dengan memperkenalkan kegiatan
pembinaan. KPID memperluas keterlibatannya dalam tahap pra-produksi suatu program. Langkah ini
diambil karena jika suatu siaran berpotensi melanggar, biasanya akan diberi peringatan secara tertulis,
namun KPID merasa bahwa pendekatan yang terlalu formal dalam bentuk surat peringatan tidak efektif.
Oleh karena itu, KPID berupaya mencari cara baru atau inovasi untuk meningkatkan komunikasi dengan
tim produksi.

Kegiatan pembinaan ini diimplementasikan melalui metode kunjungan langsung atau panggilan
resmi kepada pihak terkait untuk menghadiri pertemuan di KPID DIY. Pembinaan yang dilakukan oleh
KPID DIY dinilai efisien karena berdampak positif, meskipun perubahan yang terjadi tidak bersifat
seketika. Hasil dari beberapa program yang mendapat pembinaan menunjukkan peningkatan kualitas
tayangan dibanding sebelumnya, serta berkurangnya pelanggaran yang dilakukan. Pertemuan Pembinaan
Lembaga Penyiaran adalah inisiatif bulanan yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY.
Acara ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang
beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap bulan, tema acara Pembinaan Lembaga Penyiaran
berubah, dengan narasumber yang berbeda-beda. Pemilihan tema biasanya disesuaikan dengan kebutuhan
dan situasi yang dihadapi oleh lembaga penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kewenangan KPID DIY meliputi penerapan sanksi administratif terhadap program siaran yang
terbukti secara sah melanggar Standar Program Siaran. Langkah ini dilakukan sesuai dengan prosedur
dalam pemberian sanksi administratif dan penghargaan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
penyiaran:

= Teguran tertulis merupakan langkah administratif yang mencakup surat peringatan pertama dan
kedua yang diberikan kepada lembaga penyiaran setelah periode waktu minimal 7 (tujuh) hari
kalender sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang telah terjadi.

= Penghentian sementara program yang memiliki masalah adalah tindakan administratif yang
dilakukan dengan menangguhkan sementara program yang mengalami masalah setelah
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melewati proses yang telah ditetapkan.

= Setelah melewati tahap peringatan tertulis dan penundaan sementara program yang mengalami
masalah, lembaga penyiaran akan dikenakan pembatasan pada durasi dan jadwal siaran
program yang bermasalah selama menerapkan sanksi pembatasan ini yang telah ditetapkan oleh
KPID DIY. Selain itu, lembaga penyiaran akan diberikan bimbingan melalui pembinaan
lembaga penyiaran setiap bulan sekali.

= KPI/KPID akan mengirimkan surat kepada lembaga penyiaran yang melanggar undang-undang
setelah dua peringatan tertulis. Surat ini bertujuan untuk menerapkan sanksi administratif
seperti denda administratif. Stasiun radio dapat didenda sebesar Rp. 100.000.000,- dan stasiun
televisi sebesar Rp. 1.000.000.000,-, masing-masing, sesuai dengan keputusan persidangan
yang memiliki kekuatan hukum tetap mengenai pelanggaran oleh lembaga penyiaran.

= KPI/KPID mengirimkan surat untuk lembaga penyiaran yang melanggar prosedur administratif,
seperti penangguhan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif lainnya. Tujuan
tindakan ini adalah untuk mendorong lembaga penyiaran untuk memberikan penjelasan lebih
lanjut tentang pelanggaran yang terjadi. Hanya dengan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dicabut izin penyiaran setelah Klarifikasi
diberikan. Komisiner KPI akan menilai sanksi.

= Lembaga penyiaran tidak akan diberi izin untuk melakukan penyiaran kembali kecuali mereka
telah mengajukan permohonan untuk perpanjangan izin. Keberatan terhadap sanksi
administratif dapat diajukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pemberitahuan
tentang penolakan permohonan perpanjangan izin.

= Setelah melalui berbagai sanksi yang telah diatur oleh KPI dan lembaga penyiaran tidak
mengambil langkah perbaikan yang diperlukan, dan langkah terakhir adalah mencabut izin
penyelenggaraan penyiaran.

5.  KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan

Hasil pembahasan mengenai penanganan pelanggaran bahasa nonverbal dan adegan seksual oleh
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) selama lima tahun terakhir
menunjukkan bahwa ANTYV, stasiun televisi berjejaring nasional, melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran
dengan menampilkan bahasa kasar dalam program "Fitri", dan pelanggaran ini telah diteruskan ke KPI
Pusat. Sementara itu, Aditv, stasiun televisi lokal, melanggar standar program siaran dengan menayangkan
adegan seksual dalam program "Sleeping Beauty", dengan data pelanggaran diserahkan hanya kepada
KPID DIY. P3SPS disosialisasikan kepada semua lembaga penyiaran melalui pembinaan yang diadakan
oleh KPID DIY setiap dua bulan sekali, dan KPID DIY juga bertanggung jawab memberikan sanksi
administratif kepada pelanggar. Program siaran yang berkaitan dengan seksualitas hanya boleh disiarkan
pada Klasifikasi D antara pukul 22.00 dan 03.00, sedangkan program untuk anak usia prasekolah dalam
klasifikasi P yang bersifat mendidik harus ditayangkan dari pukul 07.00 hingga 09.00 dan dari pukul 15.00
hingga 18.00, dengan larangan ketat menayangkan konten tidak pantas seperti kekerasan, adegan seksual,
atau bahasa tidak pantas selama jam tayang tersebut.

5.2. Saran

Penulis menyarankan KPID DIY agar lebih tegas menegur lembaga penyiaran yang melanggar,
meski hanya memiliki wewenang memberikan sanksi administrasi yang bisa membuat lembaga tersebut
jera. Masyarakat juga diimbau lebih memperhatikan anak-anak dalam menonton tayangan, dengan memilih
konten yang sesuai usia dan nilai-nilai yang diinginkan, mengingat pengaruh tayangan televisi terhadap
perkembangan anak. Selain itu, KPID DIY perlu meningkatkan kecepatan dalam menanggapi pelanggaran
untuk memberikan sanksi tepat waktu, sehingga efek jera lebih besar dan efektivitas pengawasan
meningkat, serta mengirimkan sinyal tegas bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi.
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